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PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 

NOMOR 1 TAHUN 2014 
TENTANG 

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pemberian tunjangan 
kinerja telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan 
Tenaga Nuklir Nasional Nomor 216/KA/XI/2012 
tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Badan 
Tenaga Nuklir Nasional sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir 
Nasional Nomor 3 Tahun 2013; 

b. bahwa sesuai dengan perkembangan yang ada, 
Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu 
disempurnakan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir 
Nasional tentang Pemberian Tunjangan Kinerja; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), 
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang 
Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5423); 

5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang 
Hari Kerja di Lingkungan Pemerintahan;  

6. Peraturan Presiden Nomor 081 Tahun 2010 tentang 
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;  

7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2012 tentang 
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan 
Tenaga Nuklir Nasional; 

8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang 
Badan Tenaga Nuklir Nasional; 

9. Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012; 
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 
tentang Mekanisme Persetujuan dan Pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja bagi 
Kementerian/Lembaga; 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 
tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja 
Pegawai Negeri; 

12. Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional 
Nomor 360/KA/VII/2001 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir; 
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13. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Peraturan 
Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 
004/KA/I/2012 tentang Nama, Kelas, dan Nilai 
Jabatan di Badan Tenaga Nuklir Nasional; 

14. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional 
Nomor 183/KA/IX/2012 tentang Pembentukan 
Peraturan dan Keputusan di BATAN; 

15. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional 
Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Penegakan dan 
Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai BATAN; 

16. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional 
Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional; 

17. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional 
Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Penilaian 
Prestasi Kerja Pegawai; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 
TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:  
1. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai 

Badan Tenaga Nuklir Nasional atas prestasi kerja. 
2. Pegawai di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional yang 

selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri dan Pegawai 
lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang 
diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara 
penuh pada unit kerja di Badan Tenaga Nuklir Nasional. 

3. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 
mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai di 
lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional, sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 2 

Kepada pegawai yang mempunyai tugas/pekerjaan/jabatan tertentu, 
selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan. 
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Pasal 3 

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan 
kepada:  
a. Pegawai yang tidak mempunyai tugas/pekerjaan/jabatan tertentu di 

Badan Tenaga Nuklir Nasional; 

b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan 
sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);  

c. Pegawai yang diberhentikan dari pekerjaan/jabatannya dengan 
diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri); 

d. Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/ instansi lain 
di luar Badan Tenaga Nuklir Nasional;  

e. Pegawai yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau 
sedang bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun. 

Pasal 4 

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan 
berdasarkan: 

a.  nama, kelas, dan nilai jabatan; 

b. kehadiran menurut hari dan jam kerja di lingkungan Badan Tenaga 
Nuklir Nasional serta cuti yang dilaksanakan oleh Pegawai; dan 

c. penilaian prestasi kerja. 

Pasal 5 

(1) Nama, kelas, dan nilai jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf a, sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir 
Nasional Nomor 004/KA/I/2012 tentang Nama, Kelas, dan Nilai 
Jabatan di BATAN. 

(2) Dalam hal terjadi perubahan nama, kelas, dan nilai jabatan, 
tunjangan kinerja diberikan sejak pegawai yang bersangkutan secara 
nyata melaksanakan tugas dalam jabatan baru yang dibuktikan 
dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Jabatan. 

Pasal 6 

Kehadiran menurut hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 huruf b, adalah hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam 
Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 6 Tahun 2013 
tentang Pedoman Penegakan Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin 
Pegawai BATAN. 

www.djpp.kemenkumham.go.id

http://www.djpp.kemenkumham.go.id

